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ABSTRAK 

Awal mula terjadinya penggenapan berat timbangan jual beli semangka 

terjadi diperkebunan semangka milik petani, saat itu terjadilah jual beli antara 

petani semangka dengan penggepul semangka, untuk mempermudah dan 

mempercepat proses penimbangan semangka, mereka mengunakan timbangan 

gantung segitiga, dengan cara dilansir setiap seratus kilogram, akan dinaikan 

kemobil dan terus berlanjut sampai mobil terisi penuh, karena semangka 

berbentuk bulat dan utuh setiap penimbangan melebihi angka seratus kilogram, 

ditambah lagi saat proses penimbangan ketika jarum timbangan belum benar-

benar pas atau masih goyang menunjuk angka timbangan penggepul semangka 

tidak menungu timbangan benar-benar pas dan sempurna, penggepul semangka 

langsung menembak angka seratus kilogram lalu dinaikan kedalam mobil, ketika 

berat timbangan melebihi seratus kilogram, penggepul semangka menggenapkan 

atau menghitung seratus kilogram. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

dilapangan atau pada responden,  Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang 

diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh 

kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: penggenapan 

timbangan pada usaha jual beli semangka. Walaupun petani mengetahui tentang 

penggenapan yang dilakukan oleh pengepul dan tidak menjadikannya masalah 

bahkan memaklumi perbuatan pengepul tersebut, tetapi dalam hukum Islam tetap 

tidak dibolehkan. Sesuai dengan pendapat ulama bahwa praktik penggenapan 

dalam jual beli semangka di desa terkait. 

Berdasarkan hasil penelitian: Dapat dijelaskan bahwa Penggenapan 

timbangan dalam jual beli semangka yang terjadi di masyarakat Desa Papan Rejo, 

sudah terjadi sejak lama bahkan sampai turun-temurun sampai saat ini, awalnya 

terjadi penggenapan adalah pengepul semangka mengalami kerugian ketika berat 

semangkanya berkurang ketika dijual lagi dipasaran, lalu pengepul semangka 

berinisiatif untuk meminimalisir kerugian dengan cara menggenapkan timbangan. 

Awalnya banyak petani semangka yang memprotes akan penggenapan tersebut, 

dan sedikit yang memilih untuk diam. Penggenapan dalam jual beli semangka 

sekarang menjadi adat masyarakat setempat dan belum memiliki titik temu hingga 

saat ini. Adapun penggenapan timbangan pada usaha jual beli semangka di Desa 

Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dalam 

praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam, yang menimbulkan kerugian 

terhadap petani semangka, unsur ini terjadi karena pengepul semangka tidak 

transparan dari hasil timbangan dilapangan kepada petani semangka, pada saat 

semangka masih ditimbang dan tidak mengkonfirmasikan terkait adanya 

penggenapan timbangan. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan petani semangka 

terhadap adanya praktik penggenapan pada transaksi jual belinya. 
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MOTTO 

                     

     

 

”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra’ (17):35). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk memperjelas persepsi permasalahan yang ada dalam pokok 

bahasan ini, maka perlu adanya penjelasan dalam memahami makna serta 

kata yang terkait dengan judul. Penegasan judul tersebut dibutuhkan supaya 

tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman makna judul yang digunakan.  

Adapun Skripsi ini berjudul ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka (Studi di 

Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung 

Utara). 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari 

kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk 

kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).
1
 

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
2
 Maksud dari 

Hukum Islam disini adalah Hukum Syariah (Fiqh Muamalah). 

Penggenapan adalah dari kata dasar genap yang merupakan kata sifat 

yang berarti tidak terbagi, tidak terpecah, utuh, penuh, sudah tidak kurang 

lagi, tidak ganjil, habis dibagi dua, pantas dan cocok. 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), 1713. 
2
 Amir Syafuddin, Ushul Fiqh Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 47. 
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Berat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, besarnya tekanan 

ukuran suatu benda apabila diangkat, ditimbang, dan sebagainya.
3
 

Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah satu benda 

sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. 

Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjuk adil dalam 

praktek timbangan menyangkut hak manusia. 

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang, barang 

dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 

lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan 

syara‘ (Hukum Islam).
4
 

Semangka adalah tumbuhan menjalar, buahnya bulat dan besar,  

daging buahnya berwarna merah atau kuning, banyak mengandung air dan 

manis. 

Berdasarkan beberapa penegasan, maka yang dimaksud dengan 

penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat 

Timbangan dalam Jual Beli Semangka (Studi di Desa Papan Rejo Kecamatan 

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara) upaya pengkajian secara 

mendalam tentang bagaimana Hukum Penggenapan Berat Timbangan apakah 

terdapat unsur „urf  jika ditinjau dari aspek hukum Islam. 

 

 

 

                                                             
3
 Amir Syafuddin, Ushul Fiqh Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 47. 

4
 Kumedi Ja‘far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 

2016), 140. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk 

keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi semacam ini, maka 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu 

hubungan yang baik antara manusia satu dan lainnya, tidak terkecuali 

kegiatan muamalah seperti: jual beli, utang piutang, pemberian upah, serikat 

usaha, dan lain-lain. Bentuk muamalah didalam Islam salah satunya adalah 

jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah 

disepakati. Jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

didasari suka sama suka dan didasari kerelaan antara masing-masing pihak 

yang melakukan transaksi. 

Menurut pandangan Islam harta itu bukan tujuan tetapi alat untuk 

menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah. 

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur hubungan 

seseorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut hablum minallah dan 

mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan 

hablum minannas. Jual beli termasuk salah satu kegiatan mu‟amalah  yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia. Perkembangan zaman saat ini dalam 

pemenuhan kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan 

melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan seperti jual beli.  

Firman Allah dalam surat An-Nisa‘ ayat 29: 
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 “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa‘: 29) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta 

orang lain dengan batil karena tidak mengantarkan masyarakat pada 

kesuksesan bahkan mengantarkan kepada kebejatan dan kehancuran, seperti: 

praktik-praktik riba, perjudian, dan jual beli yang mengandung penipuan. 

Adanya istilah batil dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk 

mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama 

Islam.
5
 

 Menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu: 

1. Ada orang yang berakad atau Al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli) 

2. Adanya shighat (lafal ijab dan qabul) 

3. Adanya barang yang dibeli 

4. Ada nilai tukar pengganti barang.
6
 

Rukun dan syarat di dalam jual beli barang atau benda yang diperjual 

belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang 

melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. 

                                                             
5
 Shihab Quraish, Tafsir Al-Misbah, Vol. 1 Cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 413. 

6
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115. 



5 
 

Kedudukan akad dalam fiqh muamalah dapat dikatakan sah jika ada akad 

yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Berkaitan dengan ayat di atas, ada suatu aktivitas jual beli di Desa 

Papan Rejo, tepatnya di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung 

Utara, di Desa tersebut merupakan salah satu jual beli buah-buahan berupa 

semangka, semangka mempunyai 2 macam jenis, ada yang merah dimana 

isinya berwarna merah, dan ada yang kuning dimana isinya berwarna kuning.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Papan 

Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, beberapa 

pengepul semangka belum sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya ialah 

menjual barang diatas harga, menutupi kecacatan barang, sehingga para 

pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui 

kelemahannya, serta adapula beberapa pedagang memuji kualitas barangnya 

agar bisa terjual diatas harga, banyak juga penggepul yang melakukan 

penggenapan timbangan, seperti penggepul semangka di Desa Papan Rejo,  

kalau kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di 

bayar, serupa yang terjadi diperkebunan semangka di Desa Papan Rejo, 

terjadinya penggenapan timbangan dalam Jual Beli semangka. 

 Awalnya ialah terjadi diperkebunan semangka milik petani, saat itu 

terjadilah jual beli antara petani semangka dengan penggepul semangka, 

proses jual beli mengunakan timbangan gantung segitiga, dengan hitungan 

perkilo setiap harganya, untuk mempercepat dan memudahkan penimbangan 

para pekerja semangka, setiap seratus kilogram semangka dari timbangan 
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gantung segitiga akan langsung dinaikan kedalam mobil pengangkut barang, 

dan itu terus berlanjut sampai mobil terisi penuh. Akan tetapi disini 

penggepul semangka melakukan penggenapan timbangan, karena semangka 

berbentuk bulat dan utuh penimbangan pasti melebihi angka seratus kilogram, 

ditambah lagi saat proses penimbangan ketika jarum timbangan belum benar-

benar pas atau masih goyang menunjuk angka timbangan penggepul 

semangka tidak menungu timbangan benar-benar pas dan sempurna, 

penggepul semangka langsung menembak angka seratus kilogram lalu 

dinaikan kedalam mobil, ketika berat timbangan melebihi seratus kilogram, 

penggepul semangka menggenapkan atau menghitung seratus kilogram. 

Permasalahan diatas muncul pertanyaan bolehkah penggenapan berat 

timbangan dalam Jual Beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung 

Timur Kabupaten Lampung Utara. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penyusun tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual Beli Semangka‖ (Studi di Desa 

Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara). 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan 

data, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian hanya dalam ruang 

lingkup tinjauan hukum Islam terhadap penggenapan berat timbangan dalam 
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jual beli antara petani dan tengkulak semangka di Desa Papan Rejo 

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun 

permasalahan yang akan diteliti skripsi ini dapat uraian dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik penggenapan berat timbangan dalam jual beli 

semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli semangka di Desa 

Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh tentang penggenapan berat 

timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan 

Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. 

2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam dalam penggenapan timbangan 

dalam jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur 

Kabupaten Lampung Utara. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu 

memberikan informasi, bahan referensi, memberikan pemahaman dan 

menambah khazanah ilmu pengetahuan serta pemahaman bagi umat 
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Islam khususnya di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 

terkait masalah penggenapan berat timbangan dalam jual beli.  

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai informasi dari 

penulisan Skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan Umi Nurrohmah Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitinya yang berjudul 

―Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas 

Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)‖.  Penelitian ini termasuk 

penelitian Field Research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif 

analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

interview, dan wawancara. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan: 

Berdasarkan Praktik jual beli pisang dan talas yang berlangsung di 

tengah masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo telah 

dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat 

tersebut, kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat cenderung 

mengarah pada „urf fasid yang tidak bisa dijadikan dasar hukum atau 

aturan, dan seharusnya ditinggalkan. Ketentuan yang diterapkan dalam 

sistem jual beli pisang dan talas bersumber dari pihak tengkulak, tidak 
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adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli yang dilakukan 

dengan penerapan pengurangan berat timbangan dan manipulasi 

timbangan yang dilakukan pihak tengkulak dimana praktik cenderung 

merugikan petani. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi 

Nurrohmah yang membahas tentang pengurangan berat timbangan dalam 

jual beli pisang dan talas, mengarah pada pengurangan timbangan 

tersebut, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan 

hukum Islam penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka.
7
 

2. Ali Alatas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul ―Penyalahgunaan Timbangan 

Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Oleh Tengkulak Ditinjau Berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Alat-Alat 

Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Asal Impor (Studi Kasus di 

Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo)‖. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi 

kepustakaan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan: Berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang alat-alat 

ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya asal Impor mulai berlaku 

pada 1 Februari 2021. Namun sampai saat ini masih sering dijumpai 

Penyalahgunaan Timbangan oleh tengkulak terhadap hasil kebun kelapa 

sawit petani, sebagaimana tujuan utama dari peraturan tersebut adalah 

untuk memberikan transparansi dan mencegah terjadinya tindakan 

                                                             
7
 Umi Nurrohmah, Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas 

Menurut Perspektif Hukum Islam (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2018). 18. 
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kecurangan. Agar hak dari petani terpenuhi dengan semestinya tanpa ada 

dicurangi oleh tengkulak. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan 

menteri perdagangan dan undang-undang tentang metrologi legal belum 

terlaksana semestinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ali 

Alatas yang membahas tentang penyalahgunaan timbangan dalam jual 

beli kelapa sawit oleh tengkulak ditinjau berdasarkan peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 2 Tahun 2021, sedangkan dalam penelitian ini 

membahas tinjauan hukum Islam terhadap penggenapan berat timbangan 

dalam jual beli semangka.
8
 

3. Muid Sidik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Metro, yang berjudul ―Sistem Timbangan dalam Jual Beli Pepaya 

di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur Perspektif 

Ekonomi Islam‖. Penelitian yang digunakan adalah Field Research 

(penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data 

dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

yang dapat disimpulkan bahwa: Sistem timbangan dalam jual beli buah 

pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur 

menurut perspektif ekonomi Islam tidak dibolehkan, karena mengandung 

unsur gharar, tadlis, dan berusaha dengan cara yang batil. 

Pelaksanaannya sangat bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, 

Sehingga sistem timbangan dalam jual beli pepaya tersebut belum 

                                                             
8
 Ali Alatas, Penyalahgunaan Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Oleh Tengkulak 

Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat 

Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Asal Impor (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif 

Kasim Riau, 2020). 6. 
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memenuhi prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Muid Sidik yang membahas tentang sistem 

timbangan dalam jual beli pepaya, yang fokus dalam sistem timbangan, 

sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam 

terhadap penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka.
9
 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan baik 

kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis 

lakukan. Penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka, yang dari segi 

lokasi maupun dari bahasannya berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung 

dilakukan dilapangan atau pada responden.
10

 Penelitian lapangan ini 

pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara 

spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-

tengah masyarakat. Penelitian yang akan diteliti yaitu, Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan dalam Jual 

Beli Semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur 

Kabupaten Lampung Utara. 

                                                             
9
 Muid Sidik, Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Pepaya Di Desa Itik Rendai Kecamatan 

Melinting Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 

2017). 13. 
10

 Susiadi As, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Penerbit Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), 9. 
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b. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

Deskriptif Analisis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti 

dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh 

kesimpulan.
11

 Penelitian ini akan dideskripsikan tentang tinjauan 

hukum Islam pada penggenapan berat timbangan dalam jual beli 

semangka di Desa Papan Rejo. 

2. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau dari sumber utamanya. Dalam hal ini data tersebut 

diperoleh dari 12 orang yaitu, 9 petani perkebunan semangka dan 3 

penggepul semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur 

Kabupaten Lampung Utara.   

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan-

peraturan hukum Islam seperti Al-Qur‘an, Hadist, dan lain-lain. 

Serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan dari objek penelitian.
12

 Keseluruhan objek yang diteliti 

                                                             
11

 Abdul Khadir Muhammad, Hukum Dan Politik Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2014), 126. 
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 118. 



13 
 

yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan 

sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu, petani kebun semangka 9 orang, dan penggepul semangka 3 

orang di Desa Papan Rejo. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, 

penulis memakai rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi 

Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan 

diambil semua, jika besar subjeknya.
13

 melebihi dari 100 orang 

maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% dan 

seterusnya.
14

 dan menyesuaikan kemampuan peneliti seperti waktu, 

luasnya wilayah dari subjek yang diteliti serta besar kecilnya resiko 

yang ditanggung oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini populasi 

terdapat 12 orang, artinya terdapat kurang dari 100 orang, maka dari 

itu keseluruhan populasi dijadikan sample yaitu, 9 orang petani 

kebun semangka dan 3 orang penggepul semangka. Sehingga 

penelitian ini disebut penelitian populasi, populasi dalam konteks 

penelitian merupakan objek keseluruhan dalam sebuah penelitian 

atau yang karakternya akan diteliti.  

 

                                                             
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 189. 
14 Susiadi As, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95. 
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4.  Pengumpulan Data 

a. Interview  

Interview (wawancara) adalah mengumpulkan informasi dari 

pihak lain dengan bertanya langsung kepada pihak yang 

diwawancarai dengan maksud tertentu. Penelitian ini mengunakan 

metode interview bebas terpimpim, yaitu dilakukan pewancara 

dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang 

berkaitan dengan penggenapan berat timbangan dalam jual beli 

semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten 

Lampung Utara. 

b. Observasi 

Observasi (pengamatan) dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena yang diselidiki.
15

 Maksudnya adalah melakukan 

peninjauan di lokasi penelitian melalui proses pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap penggenapan berat timbangan 

dalam jual beli semangka yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Papan Rejo. 

c. Dokumentasi  

Dalam buku karya Koentjaningrat menyatakan bahwa ―metode 

dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara 

berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa 

                                                             
15

 Muhammad Nasir, Metode Penelitian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), 234. 
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catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen, dan 

agenda‖.
16

 

5. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (Editing), yaitu pemeriksaan data kembali dari 

semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, 

kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi 

dengan penelitian.
17

 

b. Sistematisasi data (Sistemazing), yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
18

 

Menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, serta mengelompokkan data secara sistematis, data yang 

diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah. 

6. Analisis Data 

Data penelitian skripsi ini dianalisis secara kualitatif dengan 

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak 

tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan 

pemahaman hasil analisis.
19

 Menganalisis hasil penelitian, uraian tersebut 

mengunakan metode berfikir deduktif, yaitu menelaah suatu data yang 

                                                             
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 187. 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2019), 164. 
18

 Abdul Khadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), 45. 
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bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang 

bersifat khusus. Secara umum, pelaksanaan jual beli seharusnya 

dilakukan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya penggenapan berat 

timbangan, jika penggenapan berat timbangan tersebut memang benar 

dilakukan seharusnya ada kesepakatan antara pihak petani dan tengkulak 

sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuanya agar 

pembaca mudah dalam memahami karya tulis ini, oleh karena itu perlu 

ditunjukan sistematika dalam penyusunan karya ilmiah ini. Sistematika 

penulisan dibagi dalam lima bab yaitu: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi meliputi sub-bab, antara lain 

penegasan judul bagian ini berisi penjelasan tentang kata kunci dari judul yang 

berkaitan serta menegaskan apa maksud dari judul karya tulis ini, setelah itu 

latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian 

tentang penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di Desa Papan 

Rejo, kemudian dari latar belakang tersebut berisi rumusan masalah yang 

mengkaitkan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu tujuan penelitian. Apabila tujuan sudah ditetapkan maka 

penting juga diuraikan mengenai manfaat penelitian yang mengandung 

kegunaan dan kontribusi penelitian untuk pemahaman bagi umat Islam 

khususnya di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya 

terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang informasi 
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penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi atau 

tesis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian menentukan metode 

penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk 

menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematik.   

Bab II Merupakan bab yang membahas tentang landasan teori yang 

digunakan sebagai analisis terhadap penelitian. Bab ini meliputi tentang 

pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-

macam jual beli, larangan jual beli, hikmah dan tujuan jual beli, pengertian 

takaran atau timbangan dan dasar hukum Islam, macam-macam timbangan, 

penggenapan berat timbangan menurut hukum Islam, prinsip-prinsip hukum 

Islam terkait takaran atau timbangan, adat kebiasaan („urf), pengertian „urf, 

landasan hukum „urf, macam-macam „urf, kedudukan „urf. 

Bab III adalah deskripsi objek penelitian, yaitu sejarah Desa Papan Rejo 

Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, struktur organisasi 

pengurus di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung 

Utara, mekanisme penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di 

Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, faktor 

dan dampak adanya penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka di 

Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. 

Bab IV adalah analisis penelitian, yaitu hasil penelitian berisi paparan 

dan uraian data-data yang diperoleh yaitu analisis praktik penggenapan berat 

timbangan dalam jual beli semangka dan tinjauan hukum Islam tentang 

penggenapan berat timbangan dalam jual beli semangka. 
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Bab V yaitu penutup, merupakan bab penutup yang akan menguraikan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan 

masalah yang diterapkan dan rekomendasi merupakan anjuran yang diberikan 

penulis untuk penelitian ini. 



BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Secara bahasa perdagangan atau jual beli berarti Mubadalah (saling 

menukar). Jual beli (البيع) artinya adalah menjual, mengganti dan menukar 

(sesuatu dengan sesuatu yang lainya). Perkataan jual beli berasal dari dua 

suku kata yaitu adalah ―jual‖ dan ―beli‖ mempunyai makna yang saling 

bertolak belakang. Makna kata ―jual‖ menunjukan bahwa adanya perbuatan 

menjual, sedangkan ―beli‖ adalah adanya perbuatan membeli. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwasanya perkataan jual beli menunjukan 

makna adanya dua perbuatan dalam satu pristiwa yang berlangsung, yaitu 

satu pihak menjual dan satu lagi membeli, maka dalam hal ini terjadilah 

peristiwa jual beli.
20

 

Bersumber dalam pengertian Syariat Islam, yang dimaknai dengan 

jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak 

milik dengan ganti atau alat tukar yang dapat dibenarkan (alat tukar yang 

sah).
21

 Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai sebuah nilai 

atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan 

perjanjian atau sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan oleh hukum syara‟. 

Ketentuan syara‟ adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan ketetapan-

ketetapan, persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual 

                                                             
20

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 126. 
21

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Sinar Grafika: Sinar Grafika, 2000), 128. 
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beli. Maka secara sederhana dapat disimpulkan jika syarat-syarat dan rukunya 

tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟.
22

 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara: 

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan 

2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa 

alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan. 

 Pada metode yang pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua 

yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan, dalam istilah lain dapat disebutkan 

bahwa yang dimaknai dengan harta disini secara sederhana sama 

pengertianya dengan suatu objek hukum, yaitu meliputi semua benda, baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud yang keberadaanya dapat 

dimanfaatkan atau digunakan oleh subjek hukum. Pertukaran harta ini atas 

dasar saling rela dalam istilah lain dikenal dengan kata barter atau pertukaran 

sebuah barang.     

Pada cara kedua, yakni memindahkan kepemilikan dengan ganti yang 

dapat dibenarkan (alat bayar/alat tukar), adapun yang dimaksud dengan ganti 

yang dibenarkan adalah barang atau benda tersebut dipertukarkan dengan alat 

pembayaran yang sah yang diakui keberadaanya, contohnya adalah 

pertukaran mata uang rupiah atau mata uang luar negeri dan yang  lainya. 

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi Hukum Islam, berikut 

beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam 

terhadap makna jual beli dalam Islam, antara adalah sebagai berikut: 
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a. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua 

arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu, jual beli adalah 

menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan 

semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya 

menurut cara yang khusus, Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-

menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup 

zat (barang) atau uang.
23

 

b. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua 

pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat 

khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad 

yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak 

menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh 

pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang 

ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi 

bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus 

adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan 

pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas 

dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak 

merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, 

barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui 
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terlebih dahulu.
24

 

c. Menurut Ulama Syafi‘iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu 

akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat 

yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda 

atau manfaat untuk waktu selamanya.
25

 

d. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunah mendefinisikan jual beli adalah 

penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau 

memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang 

diperbolehkan.
26

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Asas dalam segala tindakan-tindakan muamalat pada dasarnya yaitu, 

bahwa segala sesusatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas 

atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya 

perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun 

dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian 

tersebut. Pada dasarnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah 

atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i yaitu ―pada 

dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan 

keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh 

Rasulullah SAW, atau yang maknanya termasuk yang dilarang Beliau‖.
27
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Transaksi jual beli adalah aktifitas yang diperbolehkan dalam agama 

Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadist, Ijma‘ Ulama dan ‗Urf. 

Adapun dasar hukum Jual beli adalah: 

a. Al-Quran 

Surah An-Nisa‘ ayat 29, yang berbunyi: 

                      

                     

       

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (Q.S An-Nisa‘ ayat 29) 

Surah An-Nisa‘ Ayat 29 di atas menjelaskan tentang larangan 

memakan harta sesama dengan cara yang batil, seperti mencuri, merampas, 

dan riba. Umat Islam lantas diperbolehkan mencari harta dari keuntungan 

yang didapatkan, asalkan kedua belah pihak ikhlas dan ridho. Selain itu juga 

pada bagian akhir ayat diatas juga disebutkan larangan untuk ―membunuh 

dirimu‖. 

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat 

janganlah kalian ambil harta orang lain degan cara haram dalam jual beli, 

(jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi 

diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta selainmu dengan cara 

dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua belah pihak 
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dalam koridor syara‘.
28

  

Sedangkan ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual-beli, 

ijma‘ ini memberikan makna bahwasanya manusia berhubungan erat dengan 

sesuatu yang dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan atas sesuatu 

tidak diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai 

timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkanya jual beli tersebut adalah 

salah satu cara untuk dapat merealisasikan keinginan serta kebutuhan 

manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa 

berhubungan dengan sesama manusia lain.
29

 

b. As-Sunnah 

 

Sunnah menurut istilah syara‟ adalah sesuatu dari Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau 

pengakuan (taqrir). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar 

dari Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam, baik berupa perkataan, 

perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan 

hukum Islam dan sebagai tuntunan.   

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 

 ُ ِ صَلهى اللَّه سَلهمَ عَنْ بَيْعِ الْ عَنْ أبَِي ىرَُيْرَةَ قاَلَ نَيىَ رَسٌُلُ اللَّه ًَ غَرَرِ عَليَْوِ 

عَنْ بيَْعِ الْحَصَاة  3ٓ.( سنن ابن ماجة رًاه ) .ًَ

“Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang 

lain) dan jual beli hashah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 
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Dari Hadis di atas tentu sangat jelas bahwasannya Rasululloh SAW. 

Melarang jual beli hashah dan jual beli gharar. Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan 

Allah SWT dalam Al-Qur‘an, yaitu larangan-larangan memakan harta orang 

dengan batil.
31

 

Gharar tentu akan merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-

pihak yang terkait dalam akad. Ulama telah sepakat bahwa jual beli 

diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi 

kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, 

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti 

dengan barang lainnya yang sesuai.
32

 

c. Ijma’ 

Menurut ilmu bahasa, ijma‘ artinya mengumpulkan. Sedangkan 

Menurut ilmu fiqh, ijma‘ artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum 

(ulama-ulama fiqh) Islam dalam mengkaji atau membahas suatu masalah 

dalam satu masa  atau waktu tertentu dan wilayah tertentu (teritorial tertentu) 

serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip Al-Qur‘an dan Sunnah 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam.
33

 

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah   

(boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa 

berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Jual beli 
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bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi sunah pada 

waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf.
34

 Berbeda 

dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz 

Muhammad Azzam yang berjudul Fiqh Muamalat bahwa bisa juga menjadi 

haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau 

menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak 

walaupun pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika 

seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama 

setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya 

untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan 

termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun 

bukan menjadi barang  kebutuhan pokok. Hukum asal jual beli adalah boleh, 

akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan 

bisa menjadi haram pada situasi-situasi atau saat tertentu sebagaimana 

digambarkan di atas.
35

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

 

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang 

mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas barang dari pihak 

penjual kepihak pembeli, maka secara sederhana dalam kegiatan jual-beli ini 

harus dipenuhi rukun dan syarat sah dari jual beli itu sendiri.
36

 

Rukun dalam bahasa arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, 
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penyangga, dan penegak bagunan dan kadang secara bahasa rukun 

bermakna sisi yang lebih kuat dari perkara yang yang utama, sedangkan 

secara istilah rukun sering didefinisikan sebagai apa yang membuat sesuatu 

tidak akan ada keculi denganya.
37

 

Sebagaimana didefinsikan oleh Ibnu As-Subki syarat adalah segala hal 

yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaanya. Dan 

sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu terwujud atau tidak 

terwujud secara dzatnya. Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan 

sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tapi suatu itu tidak termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu.
38

 

Tentang rukun jual beli Madzhab Hanafi berpendapat rukun jual beli 

adalah ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli adalah 

kerelaan antara kedua belah pihak baik itu penjual atau pembeli, namun 

karena unsur kerelaan adalah hubungan eratnya dengan hati yang seringlah 

tidak kelihatan maka dalam hal ini diperlukan indikator (Qorinah) sebagai 

hal yang menunjukan kerelaan tersebut, dapat berbentuk perkataan ijab dan 

qabul atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling menyerahkan barang dan 

menerima uang.
39

 

Menurut jumhur ulama rukun dan syarat dari jual beli yaitu ada 

empat: 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
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Ulama fiqh sepakat, bahwasanya seseorang yang melakukan akad 

jual beli harus memenuhi syarat:
40

 

a. Berakal 

Hal ini menandakan bahwssanya jual beli yang dilakukan oleh anak 

kecil yang belum berakal hukumnya adalah tidak sah. Anak kecil 

yang sudah mumayyiz (menjelang baligh) apabila akad yang 

dilakukan memberi manfaat baginya seperti adalah menerima hibah, 

wasiat dan sedekah maka akadnya adalah sah menurut madzhab 

hanafi, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya 

seperti memninjamkan harta kepada orang lain maka hal demikian 

tidak dibenarkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang 

melakukan akad jual beli haruslah akil baligh dan berakal, apabila 

orang yang berakad belum mumayyiz maka akad jual beli tersebut 

tidak sah. 

b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda 

Secara sederhana hal ini dimaksudkan seorang tidak dapat bertindak 

sebagai penjual dan pembeli dalam satu waktu yang sama. 

2. Sighat Ijab dan Qabul 

Ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang 

mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan 

dengan akad yang dijalin. Sedangkan Qabul ialah perkataan yang 

diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari 
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kehendaknya yang berkaitan dengan akad tersebut.
41

 

Menurut ulama Hanafiyah terlaksananya ijab dan qabul tidak harus 

selalu diekspresikan dengan perkataan tertentu, sebab dalam hukum 

perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang 

dihasilkan. Menjadi tolak ukur ijab dan qabul adalah kerelaan antara 

kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi 

ataupun menerima serta adanya indikasi dalam bentuk apapun yang 

menunjukan sebuah kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.
42

 

Menurut ulama Syafi‘iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali 

dengan sighat berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat 

menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, dengan utusan, 

atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti atau dipahami 

maksudnya. 

Ijab dan qabul dengan tulisan atau surat dianggap sah jika kedua 

belah pihak yang melakukan akad berada ditempat yang saling berjauhan 

satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan 

tetapi jika penjual dan pembeli berada pada satu majelis akad dan tidak 

ada halangan untuk melakukan akad  dengan ucapan, maka akad tersebut 

tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain 

dengan kata-kata.
43

 

Ulama fiqh menyatakan bahwasanya syarat ijab dan qabul adalah 
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sebagai berikut: 

a. Orang yang mengucapkan telah akil balig dan berakal (jumhur ulama) 

atau telah berakal (mazdhab hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka 

dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas. 

b. Qabul sesuai dengan Ijab contohnya: ―saya menjual motor ini dengan 

harga 12 juta rupiah lalu pembeli menjawab ―saya beli dengan harga 

12 juta rupiah‖. 

c. Ijab dan Qabul dilaksanakan dalam satu majelis, secara sederhana hal 

ini diartikan bahwasanya kedua belah pihak hadir disatu waktu dan 

membicarakan masalah terkait. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Madzhab Hanafi dan Madzhab 

Maliki mempunyai pandangan lain bahwa ijab dan qabul boleh saja 

diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwasanya pihak pembeli 

mempunyai kesempatan berfikir. Ulama Madzhab Syafi‘i dan 

Madzhab Hambali berbendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul 

jangan terlalu lama karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek 

pembicaraan jual beli telah berubah.
44

 

3. Ada barang yang dibeli 

a. Barang yang diperjual belikan ada, atau tidak berada di tempat tetapi 

pihak penjual menyatakan kesanggupanya untuk mengadakan barang 

itu. Akan tetapi, hal yang paling penting ialah pada saat diperlukan atau 

dibutuhkanya barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat 
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yang telah disepakati bersama. 

b. Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan manusia. Oleh sebab itu bangkai, 

khamr dan benda-benda haram lainya tidaklah sah untuk menjadi objek 

dari jual beli, karena benda-benda tersebut tidaklah bermanfaat bagi 

manusia dalam pandangan syara‘. 

c. Milik seseorang. Barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak 

boleh diperjual belikan misalnya adalah memperjual belikan ikan 

dilautan dan emas yang masih ditanah. 

d. Barang dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. 

4. Ada nilai tukar pengganti barang 

Ada dua harga yaitu: harga sesama pedagang dan harga pedagang 

dengan konsumen (harga jual pasar). Sedangkan syarat jual beli terdiri 

dari : 

a. Transaksi Jual beli terhindar dari cacat barang seperti barang yang 

diperjualbelikan tidak jelas, baik dari segi jenis kualitas ataupun 

kuantitasnya. Begitu pula dengan harga yang diberikan yang tidak 

jelas, jual beli mengandung unsur-unsur paksaan, penipuan serta hal-

hal lainya yang mengakibatkan transaksi jual beli rusak akadnya. 

b. Apabila barang yang diperjual belikan ialah barang bergerak maka 

barang tersebut langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang 

tersebut dikuasai oleh penjual, sementara jika benda tersebut tidak 

bergerak maka dapat dikuasai oleh pembeli setelah surat menyuratnya 
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diselesaikan sesuai dengan kebiasaan. 

c. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan transaksi jual beli 

Transaksi jual beli dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, akad jual beli tidak 

dapat dilaksanakan apabila orang tersebut tidak mempunyai 

kekuasaan secara langsung untuk melakukan akad. 

d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli 

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwasanya suatu transaksi jual beli 

baru bisa dikatakan mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari 

berbagai macam khiyar, yakni adalah hak pilih untuk meneruskan dan 

membatalkan jual beli karena apabila jual beli tersebut masih 

mempunyai hak khiyar maka jual beli tersebut belum mengikat dan 

masih dapat dibatalkan. 

Apabila semua syarat jual beli yang dipaparkan di atas terpenuhi 

secara hukum maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah, oleh karena 

itu kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli tersebut (tidak 

lagi mempunyai hak khiyar).
45

 

4. Macam-Macam Jual Beli 

a. Jual Beli yang Sahih 

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang 

telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat 

dengan khiyar lagi, maka jual beli itu dapat dinyatakan shahih dan telah 
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mengikat kedua belah pihak. Seumpamanya seseorang membeli suatu 

barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu 

juga telah memlalui pemeriksaan oleh pembeli dan dinyatakan tidak 

cacat dan tidak ada kerusakan, uang tersebut sudah diserahkan dan 

brangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar. 

b. Jual Beli yang Bathil 

Apabila pada transaksi jual beli dan seluruh rukunnya tidak 

terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak 

disyariatkan, maka jual beli itu bathil. contohnnya adalah jual beli yang 

dilakukan oleh orang gila atau barang-barang yang dijual itu adalah 

barang-barang yang diharamkan oleh syara‟ (bangkai, darah, babi, dan 

khamr). 

c. Jual Beli yang Fasid 

Jual beli fasid merupakan akad jual beli yang secara asalnya 

disyariatkan, seperti jual beli majhul (barang yang tidak dispesifikasi 

dengan jelas) yang keberadaanya dapat mendatangkan perselisihan 

contohnya adalah menjual rumah tanpa menunjukan letak rumah dan 

bentuk rumahnya. Menurut mayoritas ulama akad ini tidak diakui adanya 

pemindahan kepemilikan. 

d. Jual Beli Yang Diharamkan 

1) Jual Beli Barang yang Tidak Dimiliki 

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah Jual beli 

yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut 
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benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserah terimakan 

setelah akad berlansung.
46

  

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan 

―aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada 

padamu.‖ Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan 

masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. 

Menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan kepada pembeli 

tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam 

kandungan. Adapun hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual 

beli ini adalah tidak sah. 

5. Larangan Jual Beli 

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang 

mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan 

hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-

barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, 

perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat 

melalui praktik itu adalah haram dan kotor.
47

 

a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, 

atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, 

―tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga 

yang lebih mahal‖. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang 

lain. 
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b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya 

dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan 

supaya orang lain tidak berani membelinya. 

c. Membeli sesuatu dan diperkirakan sewaktu-waktu harganya sedang 

naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut 

disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
48

 

d. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat 

maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada 

orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut. 

e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa 

khiyar.
49

 

f. Jual beli secara Urbun, yaitu membeli barang dengan membayar 

sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau 

tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan 

kepada penjual.
50

 

g. Jual beli secara Najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga 

bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk 

mengelabuhi orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
51

 

h. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, 

khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga 
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patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam 

menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat, 

merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang 

untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya. 

i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang 

terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, 

atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara 

dua belah pihak yang bertransaksi. 

j. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar 

kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan 

sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak 

diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan 

mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai 

di pasar. Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli 

cegatan, bahwa jual beli dengan mencegat pedagang hukumnya haram, 

karena termasuk tipu daya dalam jual beli. 

6. Hikmah dan Tujuan Dalam Jual Beli 

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya mempunyai 

rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada 

kalanya dapat dianalisis oleh manusia, dan sebaliknya ada beberapa 

ketentuan syariat yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional. 

Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan 

disyariatkannya jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam 
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pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut: 

a. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu 

membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Kadang 

transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga, dengan 

demikian, disyariatkannya jual beli dapat melahirkan kebaikan dan 

kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan 

dosa. 

b. Dapat mencegah manusia dan perbuatan saling menguasai dan 

mengeksploitasi hak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan 

oleh Allah SWT. 

c. Memperoleh harta secara halal. 

d. Diperuntungkan untuk melapangkan kehidupan manusia, dikarenakan 

setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan kebutuhan primer 

lainya namun kebutuhan tersebut tidak akan tersedia tanpa kita 

berhubungan langsung dengan orang lain, khususnya dengan cara jual 

beli. 

e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, 

timbul lah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat 

tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi 

saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-

hari.
52

 

 Hikmah jual beli secara garis besarnya membantu pergerakan 
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perekonomian masyarakat sehingga dari hal tersebut masyarakat bisa saling 

membantu satu sama lain kemudian dengan terpenuhinya segala ketentuan 

dalam jual beli bisa tercapainya kemaslahatan umat sehingga dapat tercipta 

kehidupan bermasyarakat yang tentram dan diridhoi Allah SWT. 

B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Takaran atau Timbangan dan Dasar Hukum Islam 

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Saat aktifitas bisnis, 

takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, 

sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan 

timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-

benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah, timbangan 

diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding. Timbangan adalah 

alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah 

sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena 

hasilnya menyangkut hak dari seseorang.
53

 

Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam  

firman Allah dalam (Q.S Hud 84-85) 
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 ―Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, 
Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan 

bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, 

Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan 

Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang 

membinasakan (kiamat)”. “Dan Syu'aib berkata: 

 “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan 

janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.”(Q.S Hud 11: 84-85) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Syu‘aib selalu mengingatkan 

kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual 

barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu 

menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, 

―mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab 

kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut 

sebenarnya perusak penjahat dimuka bumi. Perbuatan seperti ini adalah 

sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar 

dari Allah SWT. Mereka ditimpa paceklik dan kekeringan, yaitu Allah SWT 

menahan hujan dari mereka (dia tidak menurunkan hujan untuk mereka), 

dan jika bumi menumbuhkan tumbuhan maka Allah akan mengirimkan 

musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang 

merusak tanaman, dan jika tanaman itu berubah maka buahnya tidak ada 

rasa manis dan segar.
54

 

Penduduk Madinah dan kaum Anshar sebelum datangnya Nabi SAW ke 
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Madinah, dahulu mereka sudah terbiasa dengan bertransaksi dalam jual beli. 

Mereka adalah manusia yang paling curang dalam takaran. Yakni, mereka 

curang dalam masalah takaran dan timbangan, dan mereka menguranginya 

dalam masalah takaran dan timbangan.  

2. Macam-Macam Timbangan 

 

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses 

penimbangan di antaranya:
55

 

1. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung 

dan bekerja dengan prinsip tuas. 

2. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara 

elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan 

arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.  

3. Timbangan Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan 

dipermukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang 

bervolume besar. 

4. Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan dimeja dan 

rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital. 

5. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi 

untuk mengukur massa emas (logam mulia).
56

 

3. Penggenapan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam 

 

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang 

ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. 
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Akan tetapi jual beli tidak semudah yang telihat, didalam jual beli terdapat 

aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual 

beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang. 

Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena 

hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan menggenapkan timbangan 

merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu 

tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus 

disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat 

bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. 

Islam sudah mengatur tentang penggenapan neraca dan perintah 

untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ar- 

Rahman Ayat 9: 

                

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu.” (Q.S Ar-Rahman 55: 9) 

Surat di atas menjelaskan bahwa (dan tegakkanlah timbangan itu 

dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu menggenapkan 

timbangan  itu) maksudnya penggenapan berat timbangan yang ditimbang 

itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi 

yang dilakukan, dan janganlah menggenapkan timbangan.
57

 

Ali bin Abi Thalib berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu 

yang rezekinya diujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat 
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yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual habbah (biji-bijian) dan 

dikurangi jannah (surga) sebagai langit dan bumi atau membeli habbah 

(biji-bijian) untuk ditambah dengan jarang jahannam, yang sekiranya bukit 

di dunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang 

yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang 

lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari 

takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam 

jahannam.
58

 

Penggenapan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam 

Al-Qur‘an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain 

itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena 

merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan 

menumbuhkan rasa tidak percayaan antara pihak penjual dan pembeli. 

Para pihak dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang 

berlaku didalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang 

terhadap sesama karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan  

sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat. 

4. Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan 

 

Prinsip keadilan (al-Adl) harus diterapkan dalam mekanisme pasar. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang 

dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak, hal ini dapat dilakukan 

dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni 
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menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan 

atas timbangan dan takaran. 

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus 

dalam Al-Qur‘an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang 

lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk 

dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya tidak percayaan pembeli terhadap 

pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat 

menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.
59

 Seperti yang 

tercantum dalam Q.S Al-Muthafifiin Ayat 1-3: 

                        

           

 ―Kecelakaan besarlah orang-orang yang curang (yaitu) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, 

mereka mengurangi”. (Q.S Al-Muthafifin 83 : 1-3). 

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang 

curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat diatas, perilaku 

curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan 

perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail. Adanya 

kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, 

yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa 

peduli dengan kerugian orang lain. 
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C. Adat Kebiasan (‘Urf) 

1. Pengertian „Urf 

 Secara bahasa, ‗urf artinya ―mengetahui‖, ―diketahui‖, ―dianggap 

baik‖, dan ―diterima oleh akal sehat‖. Sedangkan secara istilah, menurut 

Abdul Karim Zaidan dalam buku Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, ‗urf adalah 

perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat 

serta dijalankan secara turun-temurun. Namun, beberapa ulama menganggap 

bahwa ‗urf adalah hal yang berbeda dengan adat (kebiasaan), terutama 

dalam hal menetapkan hukum syara‟. 
60

 

 Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-

ulang tanpa disertai hubungan yang rasional. Adat juga bisa muncul dari 

kebiasaan alami yang mencakup persoalan pribadi maupun orang banyak.  

 Berdasarkan definisi di atas „Urf secara istilah dapat diartikan sesuatu 

yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan 

mereka baik berupa pekataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul 

fiqh, „urf disebut adat (adat kebiasaan), dalam pengertian istilah tidak ada 

perbedaan antara „urf dengan adat (adat kebiasaan) dalam pengertian istilah 

hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah 

dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, 

seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi 

terhadap orang yang melanggarnya.
61

 Pengertian tersebut sama dengan 

pengertian menurut istilah ahli syara‟, di antara contoh „urf yang bersifat 
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perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli 

tanpa mengucapkan shigat. 

„Urf mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas 

perbedaan tingkatan diantara mereka, baik umumanya ataupun 

kekhususannya. Maka „urf berbeda dengan ijma karena ijma merupakan 

kebiasaaan dari kesepakatan para mujahidin secara khusus.
62 

2. Landasan Hukum ‘Urf 

Para ulama sepakat bahwa „urf sahih dapat dijadikan dasar hujjah 

selama tidak bertentangan dengan syara‟. Ulama Malikiyah terkenal dengan 

pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, 

demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama dapat 

dijadikan dasar hujjah, Imam Syafi‘i terkenal dengan qaul qadim dan qaul 

jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda 

di Mesir (qaul jadid). Hal ini menjunjukkan bahwa ketiga mazhab itu 

berhujjah dengan „urf. Tentu saja „urf fasid tidak mereka jadikan sebagai 

dasar hujjah.
63

 

„Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa 

alasan, seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-A‘raf  Ayat 199: 

                    

 “Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S Al-

A‘raf 7: 199) 
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Kata „urf dalam yat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan 

untuk mengerjakannya, leh ulama fiqih dipahami sebagai suatu yang baik dan 

telah menjadi kebiasaaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang 

telah dianggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu 

masyarakat. 

Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan 

mengakui adat atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur‘an dan 

Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan semua kebiasaan 

yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada  diakui dan 

dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan, misal adat kebiasaan yang 

diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung. Berdasarkan 

kenyataan ini para ulama menyimpulkan bahwa  adat istiadat yang baik secara 

sah dapat dijadikan landasan hukum. 

3. Macam-macam ‘Urf 

 

Para ulama ushul fiqh membagi „urf dalam tiga macam: 

 

1. Dari segi objeknya, „urf dibagi dalam: Al-„Urf al-Lafzhi (kebiasaan yang 

menyangkut ungkapan) dan Al-„Urf al-Amali (kebiasaan yang berbentuk  

perbuatan).
64

 

a. Al-„Urf al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan 

sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas 
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dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti 

daging sapi: apabila seseorang mendatangi penjual daging, yang 

menjual bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan ―saya 

beli daging satu kilogram‖ pedagang itu langsung mengambilkan 

daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat yang 

mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. 

b. Al-„Urf al-Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud 

perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 

kehiduan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. 

Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan 

masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. 

2. Dari segi cakupannya, „urf terbagi menjadi dua, yaitu Al-„Urf al-Am 

 (kebiasaan yang bersifat umum) dan Al-„Urf al-Khash (kebiasaan yang 

bersifat khusus).
65

 

a. Al-„Urf al-Am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas 

diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual 

beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, 

seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga 

jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan. 

b. Al-„Urf al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan 

masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang apabila 
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terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan 

sedangkan untuk cacat lainnya dalam barang itu, tidak dapat 

dikembalikan. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa 

garansi terhadap barang tertentu.
66

 

Dilihat dari segi keabsahannya pandangan syara‟, „urf terbagi menjadi 

dua yaitu „urf sahih dan „urf fasid (rusak). „Urf sahih adalah sesuatu yang 

telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara‟, 

tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. 

Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, 

pembagian maskawin yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga 

bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum 

menerima sebagian dari maharnya. 

Sedangkan „urf fasid, yaitu sesuatu telah saling dikenal manusia tetapi 

bertentangan dengan syara‟, atau menghalalkan yang haram dan 

membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia 

tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga 

tentang memakan barang riba dan kontrak judi.
67

 

4. Kedudukan ‘Urf  dalam Menetapkan Hukum 

 

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa „urf yang sah, yaitu „urf yang 

tidak bertentangan dengan syara‟. Baik yang menyangkut dengan „urf al- 

Am dan „urf al-Khash, maupun yang berkaitan dengan „urf al-Lafzhi dan 

„urf  al-Amali, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara‟. 
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„Urf yang sahih dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para 

mujtahid atau para hakim dalam menentukan hukum, dengan alasan bahwa 

syariat Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan adat     

kebiasaan („urf) yang berlaku pada masyarakat Arab. Ulama Malikiyah 

banyak menetapkan hukum yang berdasarkan kepada perbuatan penduduk 

Madinah, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara‟, sedangkan 

Imam Syafi‘i ketika di Baghdad yang berbeda dengan adat yang ada di 

Mesir.
68

 

Sebaliknya „urf yang fasid tidak bisa diterima karena bertentangan 

dengan nash, seperti kebiasaan orang Mekah jika bertawaf tidak berpakaian, 

atau menikahi ibu sendiri/ibu tiri yang suaminya telah meninggal. 

Ada beberapa perjanjian/perikatan yang sudah dibiasakan orang, 

seperti menggadaikan barang dengan syarat penerima gadai dapat 

menggunakan barang tersebut, mengambil keuntungan tertentu dari modal 

kapital yang dijalankan orang lain atau perjanjian asuransi.
69

 

Secara umum „Urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh 

terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama 

Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk 

istihsan itu adalah al-„urf (istihsan yang menyandar pada „urf). Oleh ulama 

Hanafiyah, „Urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga di dahulukan atas 

nash yang umum dalam arti ‗Urf itu mentakhsis umum nash. Ulama 

Malikiyah menjadikan ‗Urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli 
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Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya 

dari Hadist ahad. Ulama Syafi‘iyah banyak menggunakan „Urf  dalam hal-

hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara‟ maupun dalam 

penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut: ―Setiap 

yang datang dengannya syara‟ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya 

dalam syara‟ maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada „Urf‖.  

Dalam menanggapi adanya penggunaan „Urf dalam fiqh, Al-Suyuti 

mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah: ةُ مَ كّ حَ مُ ةُ ادَ لعَ آ  (adat 

dapat dijadikan dasar penetapan Hukum) 

Para ulama yang mengamalkan „Urf itu dalam memahami dan 

mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk 

menerima ‗Urf  tersebut, diantaranya sebagai berikut : 

1. Adat atau „Urf  itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 

2. Adat atau „Urf  itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang 

yang berada dalam lingkungan adat atau di kalangan sebagian besar 

warga. 

3. „Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada 

(berlaku) pada saat itu bukan „Urf  yang muncul kemudian. 

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‘ yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti.
70
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